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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini membahas tentang penambahan jam kerja bagi karyawan. 

Meskipun jam kerja sudah ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan, 

pelanggaran terhadap jam kerja juga tetap masih terjadi. Ketentuan mengenai jam 

kerja bagi pekerja, di Indonesia pengaturannya diatur melalui berbagai pengaturan 

hukum Cipta Kerja, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja Dalam Undang-Undang Keternakerjaan mengatur bahwa durasi jam kerja 

normal adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk pekerja dengan jadwal 

kerja lima hari dalam seminggu, dan durasi jam kerja normal 7 jam per hari dan 40 

jam per minggu. Rumusan masalah pada penelitian ini membahas tentang 1) 

Bagaimana Pengaturan Penambahan Jam Kerja Karyawan menurut Undang-

Undang Cipta Kerja ? 2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Bila 

Terjadi Penambahan Jam Kerja Karyawan?. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative yang menekankan 

literatur dan analisis terhadap perundang – undangan yang releven. Metode 

penelitian ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku 

terhadap suatu peristiwa yakni dalam kasus penambahan jam kerja pada karyawan. 

Hasil penelitian ini membahas tentang pengaturan penambahan jam kerja karyawan 

menurut Undang-Undang Cipta Kerja mengatur batas waktu kerja 7 jam sehari 

untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, serta memberikan hak 

istirahat bagi pekerja. Akibat hukum terhadap perusahaan bila terjadi penambahan 

jam kerja karyawan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perubahan 

pengaturannya terdiri dari perubahan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu 

tertentu, peubahan pembaruan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu, 

penghapusan akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara 

tidak tertulis, penegasan akibat hukum apabila PKWT mensyaratkan masa 

percobaan, penambahan jenis pekerjaan tertentu yang dapat dibuat dalam PKWT, 

dan pengaturan uang kompensasi pekerja dalam PKWT. Akibat hukum yang terjadi 

yaitu perlindungan hukum terhadap waktu kerja, perlindungan hukum terhadap 

upah, perlindungan hukum terhadap kesejahteraan, dan akibat hukum terhadap 

perlindungan hukum mengenai uang kompensasi. 
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